





A. Tinjauan Umum Pidana 
1. Pidana 
a. Istilah Pidana  
Secara Etimologi penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi 
pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu 
hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana 
dan hukuman pidana. Adapun pendapat para ahli menenai istilah “pidana” secara 
etimologi, antara lain : 
1) Menurut Moelyatno, mengatakan bahwa: 
Istilah hukuman yang berasal dari kata “straf” dan istilah “dihukum” yang 
berasal dari perkataan “woedt gestraf” merupakan istilah-istilah yang 
konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan 
istilah yang non konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata 
”straf” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “wordt 
gestraf. Menurutnya, kalau “straf” diartikan “hukuman” maka “strafrecht” 
seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti 
“diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” 
adalah hasil dari akibat penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas 
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2)  Menurut Sudarto, menyatakan bahwa: 
“Penghukuman” berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan 
sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” 
(berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya 
menyangkut bidang hukum pidana saja, namun juga hukum perdata. 
Selanjutnya menurut beliau istilah “penghukuman” dapat disempitkan 
artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali di 
sinonimkan dengan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh 
hakim. Dengan demikian menurutnya bahwa istilah “hukuman” kadang-
kadang digunakan untuk pengganti kata “starft” namun istilah “pidana” lebih 
baik digunakan daripada “hukuman”.17 
b. Definisi Pidana 
Pergaulan kehidupan dalam bermasyarakat tidak selamanya berjalan 
dengan apa yang diharapkan. Manusia akan selalu dihadapkan pada masalah-
masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Hal tersebut 
memerlukan hukum untuk memulihkan keseimbangan serta ketertiban dalam 
masyarakat. Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut 
dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena 
sudah lazim merupakan terjemahan dari recht.
18
 Pidana didefinisikan sebagai 
suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada 
seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas 
perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana yang secara khusus 
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larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).. 
Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan 
pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya 
yang khas. Sebagaimana pengertian di dalam ilmu sosial , maka dalam pengertian 
pidana itupun beberapa pakar memberikan arti yang berbeda berdasarkan 
pendapatnya masing-masing. 
Beberapa definisi pidana yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara 
lain: 
1) Sudarto, menyatakan bahwa:19 
Menyatakan secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang 
dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. 
2) Van Hamel, mengatakan bahwa:20 
Hukum positif, arti dari pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat 
khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 
pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi 
seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu 
peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. 
3) Simons, menyatakan bahwa:21 
Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana 
telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma, yang dengan suatu 
putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. 
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Beberapa pengertian serta ruang lingkup pidana atau straft atau 
punishment tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pidana mengandung unsur-
unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: 
1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa 
atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 
2. Diberikan dengan sengja oleh orang atau badan yang mempunyai 
kekuasaan (oleh yang berwenang); 




Sebelum membahas lebih jauh mengenai masalah yang ada, terlebih 
dahulu penulis akan menjelaskan pengertian pemidanaan, tujuan pemidanaan, dan 
sistem pemidanaan di Indonesia. 
Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak 
pidana. Pendekatan mengenai peranan pidana dalam menghadapi kejahatan 
menurut Anttila telah berlangsung beratus-ratus tahun.
22
 Penggunaan sanksi 
pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua 
dengan peradaban manusia itu sendiri, bahkan ada yang menyebutkan sebagai 
“older philosophy of crime control”.23 
Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan 
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sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. 
Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van 
Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:
24
 
a. Hukum  pidana  materil  terdiri  atas  tindak  pidana  yang  disebut 
berturut-turut,   peraturan   umum   dapat   diterapkan   terhadap perbuatan 
itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. 
b. Hukum  pidana  formil  mengatur  cara  bagaimana  acara  pidana 
seharusnya  dilakukan  dan  menentukan  tata  tertib  yang  harus 
diperhatikan pada kesemptan itu. 
Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi 
larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum 
pidana lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga 
memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara formil adalah aturan hukum 
yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat 
dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung 
konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam 
masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana 
dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi 
berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. 
Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan 
dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan 
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bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap 
terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar 
terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut : 
1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; 
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; 
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 
d. Teori Tujuan Pemidanaan 
Alf Ross mengemukakan bahwa “Concept of Punishment” bertolak pada 
dua syarat atau tujuan yaitu: 
25
 
1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang 
bersangkutan (punishment is aimed at anflicting suffering upon the person 
upon whom it is imposed); 
2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencegahan terhadap perbuatan si 
pelaku (the punishment is an expression of disapproval of the action for 
wich it is imposed). 
Sebelum membahas mengenai tujuan dari pemidanaan itu sendiri, terlebih 
dahulu kita melihat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana sebagaimana yang 
dinyatakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagai berikut: 
1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atas 
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. 
2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai 
kekuasaan (oleh yang berwenang); 
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Di sini mulai tumbuh apa yang dikatakan tujuan atau fungsi hukum 
sebagai Law as a tool of social engineering, yaitu bahwa hukum telah beralih, 
tidak saja hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, 
melainkan sebagai alat yang dapat membantu proses perubahan masyarakat.
27
 
Dari pernyataan di atas. Hukum pidana mendapat pengaruh dari pandangan 
Roscue Pound, yang akhirnya menimbulkan aliran hukum pidana modern, yitu tujuan 
hukum pidana untuk melindungi individu dan sekaligus masyarakat terhadap kejahatan 
dan penjahat itu haruslah disertai penentuan tujuan pemidanaan yang tidak klasik 
dengan pidana tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan. 
Berikut ini adalah beberapa teori-teori yang pernah dirumuskan oleh para 
ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan dari 
dijatuhkannya pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas 
tiga golongan besar, yaitu: 
1) Teori absolut / teori pembalasan / teori retributif (Vergeldings Theorien) 
Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam 
pikiran untuk pembalasan (vergelding atau vergeltung). Teori ini muncul pada 
akhir abad ke-18. Penganut dari teori ini antara lain Emmanuel Kant, Julius Stahl, 
Leo Polak, Hegel, Herbart. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat 
dengan jelas sesuai yang telah dikutip dari pendapat Immanuel Kant di dalam 
bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut: 
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“...........pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana 
untuk memproposikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu 
sendiri maupun bagi masyarakat tetapi dalam semua hal harus dikenakan 
hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. 
Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk 
menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) 
pembunuh terkahir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana 
mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu 
dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya 
menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak 
boleh ada tetap ada pada anggota masyarakat karena apabila tidak 
dilakukan mereka semua dapat memandang sebagai orang yang ikut 
ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap 
keadilan umum”.28 
Menurut Emmanuel Kant, “siapa yang membunuh harus dibunuh pula”.29 
Dengan demikian Immanuel Kant berpendapat, pembalasan atas suatu 
perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan 
keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan 
berencana mutlak dijatuhkan. 
Selain itu teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk 
yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang 
mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, 
karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat 
menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana 
kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolute. Pidana 
merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi 
menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan. 
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2) Teori relatif / teori tujuan (Doel Theorien) / (De Relatieve Theorien) 
Teori ini muncul sebagai reaksi keberatan terhadap teori absolut. Menurut 
teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. 
Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk 
melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu sebagaimana yang telah 
dikutip dari J. Andenles, dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” 
(the theory of social defense).
30
 
Bertitik tolak pada dasar pemikiran bahwa tujuan utama pidana adalah alat 
untuk menyelenggarakan, menegakkan dan mempertahankan serta melindungi 
kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tatatertib hukum dan 
tertib sosial dalam masyarakat (rechtsorde; social orde) untuk prevensi terjadinya 
kejahatan. Maka dari itu untuk merealisasikannya diperlukannya suatu pemidanaa, 
yang nanti dimana menurut sifatnya adalah : menakuti, memperbaiki, atau 
membinasakan. 
Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik 
pencegahan khusus (speciale preventie) yang ditujukan kepada pelaku maupun 
pencegahan umum (general preventie) yang ditujukan ke masyarakat. Dengan 
penjelasan bahwa pencegahan umum (menakut-nakuti) dengan cara pelaku yang 
tertangkap dijadikan contoh, dengan harapan menghendaki agar orang-orang pada 
umumnya tidak melakukan delik) dan pencegahan khusus (tujuan dari pidana 
adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi 
pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi). 
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Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, 
detterence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat 
dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti 
(detterence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual 
pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah 
panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si 
pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat 
kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai 
dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. 
3) Teori gabungan (Vernegins Theorien) 
Dengan menyikapi keberadaan dari teori Absolut dan teori Relatif, maka 
muncullah teori ketiga yakni Teori Gabungan yang menitikberatkan pada 
pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun 
juga mengutamakan tata tertib dalam masyarakat, dengan penerapan secara 
kombinasi yang menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan 
unsur lainnya maupun dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur ada. 
Hal ini juga dapat dilihat dalam pernyataan M. Sholehuddin yang 
mengatakan: Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana 
dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta 
keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan 
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Dengan demikian secara singkat dapat dilihat teori ini bertujuan untuk: 
a. Pembalasan, membuat pelaku menderita 
b. Upaya presensi, mencegah terjadinya tindak pidana 
c. Merehabilitasi pelaku 
d. Melindungi masyarakat 
Dengan berkembangnya Restorative Justice saat ini sebagai koreksi atas 
Retributive Justice (Keadilan yang Merestorasi) secara umum bertujuan untuk 
membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada  kondisi  semula.  Keadilan  
yang  bukan  saja  menjatuhkan sanksi  yang  seimbang  bagi  pelaku  namun  juga  
memperhatikan keadilan  bagi  korban.  Pemahaman  ini  telah  diakomodir  oleh  
R-KUHP tahun 2005. 
Tujuan Pemidanaan berdasarkan Pasal 54 R-KUHP tahun 2005 : 
(1) Pemidanaan bertujuan: 
a. Mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 
demi pengayoman masyarakat; 
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga 
menjadi orang yang baik dan berguna; 
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat; 
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan; 





(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 
martabat manusia. 
Dalam Pasal 55 R-KUHP juga terdapat pedoman pemidanaan yang belum 
diatur dalam Undang-undang kita: 
(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: 
a. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
c. Sikap batin pembuat tindak pidana; 
d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana; 
e. Cara melakukan tindak pidana; 
f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 
g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana; 
h. Pengaruh pidana terhadap massa depan pembuat tindak pidana; 
i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga 
j. Pemanfaatan dari korban dan atau keluarganya dan/atau; 
k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. 
(2) Rintangan perbuatan, keadaan pribadi pembuat,atau keadaan pada waktu 
dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar 
pertimbanga untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan 
dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. 
Dari aturan diatas dapat dicermati  bahwa dalam R-KUHP menganut teori 
prevensi, rehabilitasi dan restotaif dalam tujuan pemidanaannya. Teori prevensi 
umum tercermin dari tujuan pemidanaan mencegah dilakukannya tindak pidana 





Teori rehabilitasi dan resosialisasi tergambar dari tujuan pemidanaan untuk 
memasyarakatkan terpidana, dengan melakukan pembinaan sehingga menjadi orang 
yang baik dan berguna. Dan restoratif terdapat dalam tujuan pemidanaan yang 
bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam damai dalam 
masyarakat; membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan memaafkan terpidana. 
4) Sistem Pemidanaan di Indonesia 
Pada saat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem 
hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada 
UU No. 1 tahun 1964 jo UU No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya 
sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, 
UU No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU no. 18 prp 
tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP. 
Meskipun Wetboek van Strarecht peninggalan zaman penjajahan belanda sudah 
tidak dipakai lagi di Negara kita, tapi sistem pemidanaannya masih tetap digunakan 
sampai sekarang, meskipun dalam praktek pelaksanaannya sudah sedikit berbeda. 
Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan 
mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP : 
1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok 
penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan 
hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana 





2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk 
kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi. 
Dalam KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari 
tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok diancam secara 
alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. 
Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih pidana tambahan seperti 
termasuk dalam Pasal 10b, dikatakan dapat berarti penambahan pidana tersebut 
adalah fakultatif. Jadi pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan 
dijatuhi pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, kecuali dalam 
Pasal 39 ayat 3 (perampasan atas barang sitaan dari orang yang bersalah) dan 
Pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada orangtuanya).
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Mengenai maksimum pidana penjara dalam KHUP adalah lima tahun dan 
hanya boleh dilampaui hingga menjadi dua puluh tahun, yang pidananya hakim 
boleh memilih antara pidana mati,pidana seumur hidup, atau pidana penjara 
selama waktu tertentu. Atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana 
penjara selama waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) 
sedangkan minimum pidana penjara selama waktu tertentu adalah satu hari dan 
paling lama lima belas hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP. 
Sedangkan mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan 
hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan 
pidana karena pengulangan, perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52-52a. 
Adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 18 KUHP. 
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2. Tindak Pidana 
Bagian ini secara khusus akan membahas tentang masalah yang mengenai 
tindak pidana yang dapat penulis uraikan sebagai berikut: 
a. Istilah Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 
Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat WvS (Wetboek van 
Strarecht) Belanda, dengan demikian juga WvS (Wetboek van Strarecht) Hindia 
Belanda (KUHP). Kata strafbaar feit kemudian diterjemahkan dalam berbagai 
terjemahan dalam bahasa Indonesia. Hingga saat ini tidak ada penjelasan resmi 
tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu, namun hingga saat ini belum 
ada keseragaman pendapat. 
b. Definisi dan Unsur-unsur Tindak Pidana 
Untuk memberikan gambaran kecil secara jelas tentang definisi tindak 
pidana atau delik, berikut ini penulis mengemukakan pandangan dari beberapa 
ahli hukum, antara lain: 
1. D.Simons, mengatakan bahwa:33 
Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang 
telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 
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2. J.Bauman, mengatakan bahwa:34 
Perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, 
bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. 
3. Moeljatno, mengatakan bahwa:35 
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 




Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, 
dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum sebagai “de 
normovertreding (verstoring de rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en 
waarvan de bestraffing is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging 
van het algemeen welzijn”. 
Unsur-unsur strafbaar feit, atau tindak pidana, atau delik antara lain: 
1. Suatu perbuatan manusia; 
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; 
3. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum; dan 
4. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan 
perbuatan tersebut. 
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c. Jenis/ penggolongan Tindak pidana 




a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran: 
1. Kejahatan. 
Secara doktrinal kejahatan adalah rechtdelicht, yaitu perbuatan yang 
bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam 
pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak 
dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan 
dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini sering disebut mala per se. 
Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebaga rechtdelicht 
dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. 
2. Pelanggaran  
Jenis tindak pidana ini disebut wetsdelicht, yaitu perbuatan-perbuatan yang 
oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-
undang merumuskannya sebagai suatu delik. Perbuatan-perbuatan ini baru 
disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang 
mengancamnya denan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga mala 
quila prohibita. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai 
wetsdelicht antara lain misalnya memarkir mobil di sebelah kanan jalan, 
berjalan di jalan raya sebelah kanan, dan sebagainya. 
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b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana 
materiil: 
1. Tindak Pidana Formil 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya 
dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat 
dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah 
dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang 
dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya 
pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, penghasutan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, dan sebagainya. 
2. Tindak Pidana Materiil 
Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya 
dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain tindak pidana 
materiil adalah adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, 
atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. 
Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan 
selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan. Misalnya tindak 
pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, penipuan dalam 
Pasal 378 KUHP dan sebagainya. 
Berdasarkan dari berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat 
disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum 





3. Tindak Pidana Pencurian 
Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang 
mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik 
orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-
sembunyi.
38
 Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain 
tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.
39
 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah 
mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan 
sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. 
Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan 
hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah 
dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur- unsur 
secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif.  
Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau 
barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk 
melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif 
dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum. 
Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi 
ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling 
meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa: 
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“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah”. 
 
Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur 
objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang 
melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik 
orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk 
memiliki, dan dengan melawan hukum).Unsur objektif, terdiri dari : 
a. Unsur Objektif  
1) Unsur perbuatan mengambil (wegnemen) 
Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan 
“mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit 
terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnnya, 
dan mengalihkannya ke lain tempat.
40
 
2) Objeknya suatu benda 
Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam Memorie van 
toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP dipindahkan, 
suatu pengertian lawan dari benda bergerak adalah terbatas pada benda-
benda bergerak (roerend goed).
41
 
3) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda. 
Yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. 
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b. Unsur subjektif, terdiri dari : 
1)  Adanya maksud 
Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama 
maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa 
unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua 
unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. 
2) Yang ditujukan untuk memiliki 
Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana 
pencurian yaitu : 
“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki 
itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum 
bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah 
mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah 
bertentangan dengan hukum”. 
 
Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam 
unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan 
keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan 
dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan 
itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. 
3)  Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat 
dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.
42
 
Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa 
pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu 
tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-







gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari 
dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, 
memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan 
ketempat lain atau kedalam kekuasannya. Sebagaimana banyak tulisan, 
aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah 
merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari 
perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada 
benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. 
Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian 
melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda 
tersebut kedalam kekuasannya secara nyata dan mutlak.  
Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda 
bergerak (rorrend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek 
pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda 
bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur 
perbuatan mengambil. Benda yang kekuasannya dapat dipindahkan secara mutlak dan 
nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.  
Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang 
ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi 
objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan 
antara: 
1) Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya disebut res nulius, 





2) Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu 
dilepaskan disebut resderelictae, misalnya sepatu bekas yang sudah di 
buang di kotak sampah 
Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, merupakan  suatu pengertian 
menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak 
milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, 
yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam 
peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk 
menentukan siapa pemilik dari suatu benda. Maksud untuk memiliki terdiri dari dua 
unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzetals ogmerk), 
berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu 
dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik 
orang lain itu harus ditujukan untuk memiliknya. 
Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak 
pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik 
atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat 
mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang 
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4. Lembaga Pemasyarakatan, Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan 
a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang pemasyarakatan 
pengertian Lembaga Pemasyarakatan diatur pada pasal 1 angka 3 yaitu: “Lembaga 
Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk 
melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Jadi, 
dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi 
orang yang dihukum untuk dibina selama menjalani masa hukumannya. 
Dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi: 
“dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
dilakukan penggolongan atas dasar: Umur, Jenis kelamin, Lama pidana yang 
dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan 
atau perkembangan pembinaan.”44 
 
Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat atau wadah pembinaan 
narapidana yang dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan 
(Kalapas). Dalam menjalankan tugasnya, lembaga iini terdiri atas bagian-bagian 
yang memiliki tugas serta kewenangan masing-masing. Bagian-bagian tersebut 
masih dibagi kedalam sub bagian atau sub seksi yang bertujuan mewujudkan 
efektifitas kerja. 
Berkenan Lembaga Pemasyarakatan narapidana dibina secara teratur dan 
berencana supaya mereka dapat memasuki kembali kehidupan masyarakat. 
Mereka dibina untuk menjadi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum 
lagi, dibimbing agar berguna, aktif dan produktif dalam pembangunan serta 
dituntun kembali agar menjadi manusia seutuhnya yang sanggup hidup bahagia di 
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dunia dan akhirat. Dengan demikian Peran Pemasyarakatan yang ditetapkan di 
Indonesia terkandung cita-cita yang luhur. Untuk mewujudkan hal tersebut maka 
narapidana harus taat pada aturan yang di berlakukan. 
 
5. Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan 
 Fungsi dari sistem Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan 
warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 
masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam 
hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan 
lingkungannya. Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian 
dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat 
merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu 
berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga 
Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra 
masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat 
sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang 
sedang dalam proses restorasi hukum yang tujuannya adalah untuk 
mengembalikan narapidana kepada masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan siap 
membaur kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat serta taat hukum. 
Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 
Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan adalah untu membentuk 







2) Menyadari kesalahan 
3) Memperbaiki diri 
4) Tidak mengulangi tindak pidana 
5) Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat 
6) Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan 
7) Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 
Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/LAPAS yang 
mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses 
persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, 
membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan 
itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat 
(pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang 
merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak 
pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, 
mendapat jaminan hukum yang memadai.
45
 
Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan 
pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya 
berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.
46
 
Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan 
bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. 
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Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap 
admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan 
dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana 
diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal 
ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi 
canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.
47
 
Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu: 
1) Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak 
pidana. 
2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam 
membangun bangsa dan negaranya; 
3) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan 
kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. 
 
B. Tinjauan Umum Pola Pembinaan, Pembinaan Pemasyarakatan 
1. Pola Pembinaan Pemasyarakatan. 
Sistem pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan 
berbagai tahapan dan dilakukan oleh para pembina. Sejak narapidana masuk ke 
dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, maka saat itu narapidana menjalani 
pembinaan yang dalam pelaksanaan programnya tidak terlepas dari unsur 
masyarakat dan bersama-sama dengan masyarakat sekitarnya, sehingga 
narapidana dengan masyarakat itu dapat sembuh kembali dari segi-segi negatif. 
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Jangka waktu dari masing-masing tahap yang satu kepada tahap berikutnya tidak 
sama serta dalam pelaksanaan proses pembinaan ini maju mundurnya tergantung 
dari narapidana yang bersangkutan dan kadang-kadang ada kalanya mengulangi 
lagi sebagian dari proses atau tahap yang dilalui terutama jika belum mencapai 
hasil yang memadai. Artinya masing-masing narapidana membutuhkan waktu 
yang berbeda-beda tergantung dari keadaan narapidana yang bersangkutan. 
Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembina 
pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan 
narapidana dan anak didik pemasayarakatan di Lapas. Jadi, hanya pembina 
pemasyarakatan inilah yang berhak untuk memberikan pembinaan bagi 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, 
pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh para pembina, melalui tahap-tahap 
yaitu : adminisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi.
48
 
Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap 
narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai 
tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota 
masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan narapidana juga mempunyai arti 
memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit 
menjadi seseorang yang baik. Maka yang perlu dibina adalah pribadi dan budi 
pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa percaya dirinya dan dapat 
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mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk 
menyesuaikan diri dalam masyarakat. 
Jadi pembinaan sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan dari 
masyarakat. Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif masyarakat untuk 
menerima mereka kembali di masyarakat. Berdasarkan UU No.12 tahun 1995 
pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem: 
a) Pengayoman 
Pengayoman adalah perilaku terhadap warga binaan pemasyrakatan dalam 
rangka melingdungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh 
warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga 
binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di masyarakat. 
b) Persamaan Perlakuan dan Pelayanan 
Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan 
pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-
bedakan orang. 
c) Pendidikan 
Pendidikan adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan 
dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa 
kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk 
menunaikan ibadah. 
d) Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia 
Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang 






e) Kehilangan Kemerdekaan 
Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah 
warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga 
Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai 
kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga 
Pemasyarakatan (warga binaan tetap memperoleh hak-hakny yang lain seperti 
layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti 
hak memperoleh perawatan, kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, 
latihan, olah raga, atau rekreasi). 
f) Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga atau Orang tertentu 
Terjaminnya hak unutk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang tertentu 
adalah bahwa warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, 
tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh 
diasingkan oleh masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam 
bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatn dari anggota 
masyarakat yang bebas, dalam kesempatan berkumpul bersama sahabat dan 
keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga. 
 
2. Pengertian Narapidana  
a. Narapidana 
Menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah 
orang hukuman atau orang buaian. sedangkan narapidana menurut Kamus Besar 





karena tindak pidana).  Berkaitan dengan hal tersebut, “J.T.C. Simontakir 
memberikan artian mengenai narapidana sebagai orang tahanan, orang yang 
ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan”.  
Sesuai UU No.12 Tahun 1995, pasal 1 angka ke 7 bahwa narapidana 
adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga 
Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-
hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia. Dr. 
Sahardjo dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu 
hukum, pada tahun 1963 oleh Universitas Indonesia, telah menggunakan istilah 
narapidana bagi mereka yang telah dijatuhi pidana “kehilangan kemerdekaan”. 
Menurut Drs. Ac Sanoesi HAS, istilah narapidana adalah sebagai pengganti istilah 
orang hukuman atau orang yang terkena hukuman.  dengan kata lain istilah 
narapidana adalah untuk mereka yang telah divonis Hakim dan telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap.  
b. Pembinaan Pemasyarakatan/ pembinaan narapidana 
Pengertian pembinaan narapidana menurut PP No 31 Tahun 1999 diatur 
dalam pasal 1 ayat 1, yaitu : 
“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, 
profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan.” 
 
Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih 
banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan 





Bahroedin Soerjobroto pada prinsipnya pembinaan narapidana adalah suatu proses 
pembinaan untuk mengembalikan kesatuan hidup dari terpidana. Jadi, istilah 
Lembaga Pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dengan 
pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, 
dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.
49
 
c. Narapidana Residivis 
Berkaitan dengan penjatuhan pidana, dalam kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang dapat menghapus, 
meringankan, dan memperberat pidana (hukuman). Hal yang dapat meringankan 
pidana antara lain percobaan (pasal 53 KUHP) dan pembantuan (pasal 55 KUHP). 
Sedangkan hal-hal yang dapat menghapus pidana adalah pertumbuhan jiwa yang 
tidak sempurna atau terganggu karena sakit, daya paksa atau overmatch (pasal 48 
KUHP), pembelaan terpaksa (pasal 51 KUHP), melaksanakan Undang-undang 
(pasal 50 KUHP) dan melaksanakan perintah jabatan (pasal 51 KUHP).   
Sedangkan yang dapat memperberat pidana antara lain pengulangan 
kejahatan (recidive) yang diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP, 
perbarengan (concorsus) yang diatur dalam pasal 63 KUHP dan tindak pidana 
yang dilakukan oleh pejabat atau tindak pidana dengan menggunakan bendera 
kebangsaan yang diatur dalam pasal 52 KUHP. Dalam hal ini penulis akan 
membahas mengenai residive (pengulangan) sebab sesuai dengan tujuan 
penelitian yang dilakukan. Recidive adalah berasal dari bahasa Prancis yang 
diambil dua kata latin, yaitu re dan cado, re berarti lagi dan cado berarti jatuh. 
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Recidive berarti suatu tendensi berulang kali dihukum karena berulangkali 
melakukan kejahatan, dan mengenai orangnya disebut residivis. Oleh karena itu 
mengenai recidive adalah berbicara tentang hukuman yang berulang kali sebagai 
akibat perbuatan yang sama atau serupa.   
Sedangkan pengertian recidive menurut Wirjono Prodjodikoro adalah 
seorang yang sudah dijatuhi hukuman perihal suatu kejahatan, dan kemudian, 
setelah selesai menjalani hukuman, melakukan suatu kejahatan lagi, yang 
berakibat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kemudian, malahan diperberat, 
yaitu dapat melebihi maximum.  
Dalam hukum pidana, recidive dapat diartikan seseorang melakukan beberapa 
tindak pidana dan diantara tindak pidana itu telah mendapatkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.  Pengertian recidive menurut 
Moch. Anwar, adalah dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang 
masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan-
perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.  
Ada 2 arti pengulangan atau recidive, yang satu menurut masyarakat 
(sosial), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, 
masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya 
yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa 
memperhatikan syarat syarat lainnya. Tetapi dalam arti hukum pidana, yang 
merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya 
melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang 





Dengan adanya residivis dapat menjadi salah satu bukti yang menunjukkan 
bahwa seseorang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani hukuman penjara di 
Lembaga Pemasyarakatan hal ini juga yang menjadi salah satu faktor dominan 
munculnya seseorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa 
disebut dengan residivis tersebut. Penjara yang telah melakukan segala usaha 
untuk merehabilitasi penjahat tidaklah lebih berhasil dari pada penjara yang 
membiarkan penghuninya “melapuk”. 
3. Penegakan Hukum 
Hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari sub-sub sistem. Lili Rasjidi 
menyatakan bahwa membicarakan hukum sebagai sistem selalu menarik dan tidak 
pernah menemukan titik akhir karena sistem hukum (tertib hukum atau stelsel 
hukum) memang tidak menganal bentuk final. Munculnya pemikiran- pemikiran 
baru sekalipun diluar disiplin hukum  yang mana nantinya akan selalu membawa 
pengaruh kepada sistem hukum. 
50
Menurut Lawrence M.Friedman, bahwa ada 
tiga unsur di dalam sistem hukum, yaitu :
51
  
Pertama, ada sistem hukum yang mempunyai struktur. Sistem hukum yang 
terus berubah-ubah, namun pada bagian-bagian sistem itu berubah dengan 
kecepatan yang berbeda beda, dan disetiap bagian sistem tersebut berubah tidak 
secepat bagian tertentu lainnya.
52
 Ada pola jangka panjang yang saling 
berkesinambungan antara aspek sistem yang berada disini kemarin (atau bahkan 
pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka yang panjang. Inilah 
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struktur sistem hukum, kerangka ata kerangkanya, bagian yang tetap bertahan, 
bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan keseluruhan.
53
 Struktur 
sistem hukum terdiri dari unsur-unsur seperti berikut ini: jumlah dan ukuran 
pengadilan, yuridiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan bagaimana serta 
mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Jelasnya 
struktur ini adalah semacam suatu goresan sayatan kepada sistem hukum.  
Kedua adalah substansi, yaitu menggunakan aturan, norma dan pola 
perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem ini. Substansi juga berarti 
“produk” yang dihasilkan oleh orang yang telah berada didalam sistem hukum itu 
sendiri, melalui keputusan yang telah mereka keluarkan, aturan baru yang telah 
mereka susun,. Penekanan ini terletak dalam hukum yang hidup (Living law), 
bukan hanya pada (Law books).
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Ketiga, adalah budaya hukum (culture), yaitu sikap manusia terhadap 
hukum dan sistem hukum merupakan suatu kepercayaan, nilai, pemikiran, serta 
harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah susasna pemikiran sosial dan 
kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau 
disalah gunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan 
berdaya. Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak bisa berdiri 
sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka kita 
berbicara mengenai efektivitas. 
Lebih lanjut lagi L. Friedman menyebutkan bahwa sitem hukum itu seperti  
suatu “struktur” hukum seperti mesin. Sebuah substansinya adalah apa yang 









dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu sendiri. Budaya hukum adalah apa saja 
atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu 
serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan kembali.
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Berkaitan dengan hal diatas, apabila teori L. Friedman diatas jika dikaitkan 
dengan sistem hukum di Indonesia saat ini maka dalam suatu “struktur” terdapat empat 
lingkungan peradilan yaitu, lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha 
negara. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai tingkatan yang 
berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai lembaha tinggi negara. Setiap pengadilan 
memiliki yuridiksi sendiri yang baik secara absolut maupun relatif. Hubungan antara 
polisi, jaksa, hakim, pengacara, terdakwa dan lain-lain menunjukan suatu struktur 
sistem hukum. Friedman menyebutkan, bahwa struktur adalah .... is a kind of cross 
section of the legal system - a kind of dtill photograph, which freezes the action.
56
  
Struktur yang berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hukum, 
bagaimana nantinya dengan polisinya, jaksanya, hakimnya, dan pengacaranya. 
Semua itu harus ditata didalam sebuah struktur yang sistematik. Kalau berbicara 
mengenai substansinya maka akan berbicara tentang bagaimana Undang-
undangnya, sudah memenuhi rasa keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau 
tidak. Jadi apabila ingin menata kembali materi peraturan perundang-undanganya 
untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk kesadaran hukum 
masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan 
memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
57
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Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa hal yang menjadi faktor 
mempengaruhi penegakan baik sebagai hukum materil maupun hukum formil, yaitu:
58
  
1. Faktor hukum 
Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang 
menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak 
terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena 
terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti 
tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar 
pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu 
belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.
59
 
2. Faktor penegak hukum 
Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum itu 
sendiri, prilaku dan tingkah laku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu 
kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan 
sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat 
berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian 
seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan 
kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.
60
 
3. Faktor Sarana dan Prasarana 
Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan 
dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, 
                                                             
58
 Soerjono Soekanto. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. Ke-10, 
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
59
 Ibid. Hal 5  
60
 Ibid. Hal 34. 
52 
sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan 
sumber dana yang memadai.
61
 Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi
maka penegakan hukum akan berjalan maksimal. 
4. Faktor masyarakat
Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh
karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan.
Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang
merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan
mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang
berlaku.
62
Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksaan dari 
peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan 
suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta 
prilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau 
patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. 
Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan 
mempertahankan kedamaian. 
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